ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat akan air yang bersth dan sehat semakin meningkat,
dengan demikian akan berdampak peningkatan jumlah konsumen, dan jumlah depot
air minum semakin banyak. Apalagi harga yang ditawarkan air minum 151 ulang lebih
murah danpada air minum dalam kemasan. Sekarang telah berkembang isu tentang air
minum isi ulang kurang higienis daripada air minum dalam kemasan. Berdasarkan isu
terscbut, timbul permasalah bagaimana pengawasan usaha depot air minum oleh
Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang
serta Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang, Bagaimana tanggungjawab
pelaku usaha depot air minum terhadap konsumen.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penehiti melakukan penelitian dengan
mengounakan metode yuridis sosiologis. Penehittan dilakukan pada Dinas Kesehatan
Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan
kota Padang, serta pada depot air minum isi ulang yang dijadikan sebagai sampel

Kesimpulan peneshitian yaitu, pengawasan depot air minum oleh Dinas
kesehatan Kota dan Dinas Penndustrian dan Perdagangan Kota Padang belum
terlaksana dengan baik dan hampir selurub depot air minum melakukan pelanggaran
ketentuan wvanu ditetapkan, seperti menjual eceran melalw  tokokios'warung,’
menyediakan jasa mendistribusikan air minum ke rumah-rumah, mengisi  air mium
dengan wadah bermerek vang telah terdftar. Berdasarkan penelitian konsumen belum
pernah mengajukan upaya pantl rugi, penggantian barang / jasa, atau santuan kepada
depot air minum st ulang, sehingga belum tampak tanggungjawab pelaku usaha
kepada konsumen.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar Dinas Kesehatan Kota
Padang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangz harus melakukan
koordinast pengawasan dan meneraphan peraturan vang berlaku serta menindak tegas
pelaku usaha yvang melakukan pelanggaran setelah tengeanz waktu pensosialisasian
peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan berakhir. Pelaku usaha diharapkan
untuk mematuhi semua peraturan. sehingga dengan sendinnva akan memberikan
perlindungan kepada konsumen. Kepada konsumen perlu disosialisasikan ketentuan-
ketentuan depot air munum dan Kualitas air minum, agar dapat mengetahui hak-
haknya dan dapat memilih depot air minum vang baik untuk kesehatan



I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakane Masalah

Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan R
No.S07T/MENKES/SK/WVI2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan
kualitas air minum, “Air minum adalah alar vang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan vang memenuhi svarat
keschatan dan dapat langsung diminum™,

Kebutuhan air minum masyarat biasanva dipenuh dari air sumur
atau pada daerah-daerah pedesaan masvarakat menggunakan mata air,
namun semakin lama Kualitas air sumur semakin menurun atau sulitnya
untuk  menemukan  sumber air vang  lavak untuk  dikonsumsi.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum memasok air dengan
jumlah yang cukup dan merata kepada pelangeannya, serta kealitas air
vang tidak terlalu baik vang terkadang berbau, atau tidak jernih
Pada Pasal 2 avat (1) Keputusan Menteri  Keschatan R
No.S07/MENKES/SKAV/2Z002 tentang svarat-svarat dan pengawasan
kualitas air minum, jenis air minum meliputi ;

I Airvang didistribusikan melalul pipa untuk keperluan rumah tangea;

2. Air vang didistribusikan melalui tangks air;

3. Aar kemasan;

4. Air vang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman vang
disajikan kepada masyarakat, harus memenuhi svarat kesehatan air
minum

Atas pertimbangan kesehatan | praktis dan ditunjang kemampuan ekonomi,

masyarakat lebih memilih air minum dalam kemasan. Semakin lama harea

alr minum dalam kemasan terasa mahal Celah inilah yvang dimanfaatkan
oleh pelaku usah depot air minum vang telah memiliki pangsa pasar
tersendin, Depot iar minum menjad: berkembang pesat dan telah menjad:
satu alternatf pilthan masvarakat dalam mengkonsumsi air minum

Penggunaan iar minum isi ulang ini akan menekan pengeluaran

masyarakat hingga 50% Harga vang ditawarkan memang lebih murah.

karena tidak memerlukan biaya pengemasan Masvarakat hanya membawa
galon air minum ke depot air minum,

Isu yang berkembang saat ini bahwa air minum isi ulang higienis bila
dibandingkan dengan air minum dalam kemasan. Dianggap kurang
memenuhl  syarat-syaral minuman vang higienis untuk  dikonsumsi.
Maraknya depot air minum akhir-akhir ini merupakan sinval bahwa usaha
ini menjanjikan keuntungan yvang cukup besar bagi pelaku usaha. Hal ini
juga menguntungkan masyarakat dengan adanya beragam pilihan bagi
masarakat untuk mengkonsumsi air minum, dan juga tersedianva lapangan
usaha dan penyerapan tenaga kerja. Jika dihubungkan dengan isu vang
berkembang hl tersebut adalah kenyataan yvang dirugikan adalah konsumen
Tidak adanya keluhan Konsumen yng cukup disorot, bukan berarn
kandungan dalam air minum 151 ulang tersebut aman dikonsumsi,

y
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B. Permasalahan

Berdasarkan latar belang di atas, permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitan 1m adalah ;
1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha uasaha depot air
minum erhadap konsumen
2. Bagaimana pengawasan usaha depot air minum oleh Dinas
Kesehatan dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang

11. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang No 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal | angka | “Segala
upay yang menjamin adanva kepastian hukum untuk memberikan
perlindungan kepada konsumen.™

Menurut Az, Nasution. “Hukum perlindungan konsumen adalah
bagian dart hukum konsumen yang memuat asas-asas / kaedah-kaedah
persifat mengatur dan juga mengandung sifat vang melindunm
konsumen™

Azas perlindungan konsumen dapat dilthat dalam Pasal 2 Undana-
Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen:

y

“Perlindungan Konsume berazaskan maniaat, keadilan.
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian
hukum.”

Pernjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999, “Perlindungan
konsumen diselenggarakan sebagal usaha bersama berdasarkan 5
(hima) azas vang relevan dalam pembangunan nasional vaitu

1. Azas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa sepala
upaya dalam penyclenggaraan perlindungan konsumen harus
membertkan manfaat sebesar-besarnya bagi kepenungan konsumen
dan pelaku usaha secara keseluruhan,

2. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakvar dapat

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknva dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

Azas  Keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan

kesetmbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan

pemerintah dalam arti materi] ataupun spiritual.

4, Azas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
membenkan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang
dan/ atau jasa vang dikonsumsi atau digunakan

5. Azas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, sera negara
meniamin kepastian hukum.”

L]

" Az Nasution Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal 63
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Tujuan perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-

Undang No.8 Tahun 1999 yaitu:

1. Menmingkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk menlindungi dir,

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau
jasg;

3. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen dalam  memilih

menentukan dan menuntul hak-haknyva sebagai konsumen;

4. Menaiptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur pekastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi,

5. Menumbuhkan kesadran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap vang jujur dan
bertanggungjawab dalam berusaha:

6 Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yvang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan'atau jasa. kesehatan.
penyamanan, keamanan, keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen
Pengeruan Konsumen menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999
Pasal | angka 2 menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang
pemakar barang dan/atau jasa vang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan din sendirl, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain,
dan tidak untuk diperdagangkan.”™
Pengertian konsumen menurut Az, Nasution, “Setiap orang, vang
mendapatkan barang atau jasa tersedia dalam masvarakat, digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga ataw rumah tangeanva, dan
tidak untuk keperluan komersil™
Hak Kkonsumen menurmt Undang-Undang duwe Pasal 4 Undang-
Lndang MNo.s Tahun 1999 vang menvatakan bahwa |
1. Hak atas kenvamanan, Lkeamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumst barang dan atau jasa;
2. Hak untuk mformasi yang benar, jelas dan jujur menzenar kondisi
dan jaminan barang dan‘atau jasa:

3. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan’atau jasa tersebutsesual dengan milai tukar dan kondisi sera
jaminan yang dijanjikan;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannyva atas barang dan‘atan

jasa vang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upava
penvelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

&, Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilavani secar benar dan jujur serta
tidak diskriminatit’

© Az Nasution Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengaarar, [Xadic Media. fakara, 2001, hal 73
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Hak untuk mendapat konpensasi, ganti rugi dan‘atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mesunya:

9. Hak-hak yang diatur dalam ketenuan peraturan perundang-
undangan lamnnya,

Kewajiban konsumen diatur Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.&

Tahun 1999 yang menyatakan bahwa;

I. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan’atau jasa, dermi keamanan

dan keselamatan ;

2. Bentikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
dan/atau jasa.
3. Membayar sesuat dengan nilai tukar vang disepakati,

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen secara patut.

Tinjauan Umum Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaba dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No8 Tahun 1999 tentang Konsumen yang
menyatakan bahwa,

“Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik vang
berbentuk badan hukum meupun bukan badan hukum vang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayvah hukum
negara Republik Indonesia, baik serdini maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidanu
ekonomi”

Dalam pemelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dinyatakan bahwa pelaku usaha itu meliputi perusahaan, korporasi,
BUMN, koperasi, importir. pedagang, distributor. dan lain-lain yange
sejents.

Hak-hak peleku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen vaitu;

a. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan Kesepakatan

mengenat kondisi dan nilal tukar barang dan‘atau jasa vang

diperdagangkan:

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen

vang tidak beritikat baik

¢. Hak untuk mendapat perlindungan diri sepatutnva di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen

d. Hak untuk mendapat rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti

secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang

dan‘atau jasa yang diperdagangkan

e, Hak-hak vang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya

Kewgjiban pelaku usaha diaur Pasal 7 Undang-Udang No.§ Tahun

1999 tentang perhindungan konsumen;

. Beritikat baikdalam melakukan kegiatan usahanva;

2. Memberikan informasi yng benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jamiman barang dan‘atau jasa serta memberikan
penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan:
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Memperlakukan atau melayani konsumen secaa benar dan jujur

serta tidak diskriminatif';

4. Menjamin mutu  barang danatau  jasa  diprodukst  dan‘atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan‘atau jasa yang berlaku;

5. Memben kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atan jasa tertentu serta memberi jaminan
dan/atau garansi atas barang vang dibuat dan/atau diperdaganghkan;

6. Membeni kompensasi, ganti rugi, dan‘atau penggantian atas
kerugian penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau
jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi ganti rugi, dan‘atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjan.

kewajiban-kewajiban di atas merupakan manifestasi hak konsumen,

vang bertujuan untuk menciptakan tanggungjawab pada diri pelaku

usaha yang akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan
pelaku usaha

111. TUJUAN DAN KONTRIBUSI FENELITIAN
A. Tujuan Penelitian

l. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha depot air minum elch
Dunas Keschatan Kota dengan Balai Pengawasan Obat dan
Makanan (POM) Kota Padang , dan pengawasan dari Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang.

Untuk mengetahut tanggungjawab pelaku usaha depot air
minum terhadap konsumen.

[

B. Kontribusi Penelitian

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnyva di bidang
pertanggungiawaban  pelaku  usaha  depot air minum, sehingga
konsumen dapat mengetahut hak-haknva dan memilith dengan tepat
depot air minum yang memenuhi standar kesehatan, vang produksinyva
selalu di awasi oleh instansi vang terkait.

Hasil penelitian i1 juga dapat bermanfaat antara lain bagi:

1. Dhnas Keschatan dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Kota Padang , dan Dinas Perindustrian dan Perdazangan Kota
Padang, melalu penelitian ini diharapkan pengawasan terhadap
depot air minum di Kota Padang dapat ditingkatkan.

2. Diharapkan pelaku usaba depot air minum bertanggungjawab
sepenuhnya  kepada konsumen atas  produsinya  dengan
meningkatkan muta  kualitas air minum  yang diyual, dan
mempertimbangkan klaim Konsumen secara bijaksana.

3. Konsumen dapat mengetahui bak dan kewjibannya seria dapat

mengetahui depot air minum vang batk dan higienis untuk

kesehatan,

Berguna juga bagi masvarakat vang membutuhkan informass

mengenal  tanggungjawab  pelaku usaha  depot  alr minum

._['_
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berdasarkan  Undang-Undang No.8  Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitin ini bersifat deskriptif-analitis, penelitian  vang  dianalisis
diharapkan dapat menggambarkan keseluruhan gejala, fakta dan aspek-
aspek hukum secara rinci dan akurat tentang perlindungan konsumen yang
diberikan oleh pelaku usaha depot air minum, serta pelaksanaan
pengawasan, pembinaan dan penindakan oleh instansi terkait terhadap
pelaku usaha depot air minum. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan
vaitu vuridis-sosiologis,

B, Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian im adalah Yunidis-sosiologis.
Di katakan demikian karena penelitian itni berdasakan pada peraturan vang
mengatur perlindungan konsumen, terutama tanggungjawab pelaku usaha
depot air minum vang diberikan kepada Konsumen, dan peraturan
pengawasan, pembinaan dan penindakan oleh instansi terkait vang pada
akhirnya akan berdampak pada perhindungan menyeluruh bagi masvarakat”
Peraturan tersebut tidak hanva dikap secara vuridis normatif saja, akan
tetapl juga dalam bentuk pelaksaannya di dalam praktek dan pengaruhnva
terhadap masyarakat, Berbicara tentang penerapan suatu peraturan i
dalam masvarakat, berarti Kita akan memasuki bidang kajian vuridis-
sosioloms, sebab dalam proses penegakan hukum selalu ada faktor-faktor
vuridis dan sosiologis vang akan membert pengaruh pada tingkat
efektifitasnya.

(. Populasi dan Sampel

Populasi dan penelibian ini adalah seluruh depot air minum vang terdafiar
di Dinas kesehatan kota Padang hingea tahun 2004 sebanvak 42 buah
Sampel yang diambil untuk observasi sebesar /- 23% (10 buah depot air
rmiinum )} vang terdaltar pada tahun 2004

D). Teknik Pengambilan Sampling

Penelitian inl menggunakan teknik random sampling, vang membenkan
kesempatan sama kepada unit populasi untuk dijadikan sampling.
Pengambilan unit sampel dapat dilakukan dengan batuan lotre atau
bilangan random.

E. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data lapangan. Dilakukan di lapangan dengan tujuan
memperaleh data dan Dinas Kesehatan dengan Balai
Pengawazan Obat dan Makanan, dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Padang. Serta dar depot air minum yang
terpilih sebagai sampel.

2. Jemis data pnmer yang diperoleh szetelah  melakukan
wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dengan Bala
Pengawasan Obat dan Makanan, dan Dinas Perindustrian dan



Perdagangan Kota Padang. serta pelaka usaha depot air
inwm .,

lenis  data sekunder vyang diperoleh dari  peneliban
kepustakaan dan artikel-artikel yang ada relevansinva.

il

F. Teknik Pengumpulan data.

|, Wawancara vaitu teknik pengumpulan data vang digunakan
dengan cara menanyakan langsung kepada instansi terkait
vattu. Dinas Kesehatan Kota Padang pada Seks1 Pengawasan
Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih, Balai Pengawasan
Obat dan Makanan Padang pada Seksi Sertifikasi dan
Lavanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Padang pada Sub Dinas Perindustrian. Dan juga terhadap para
Pelaku Usaha Depot Air Minum. Wawancara dilakukan
dengan berpedoman pada daftar wawancara vang dibuat
secara  sem terstruktur vane  memuat  pokok-pokok
pertanyaan vang penting, kemudian pokok-pokok peranvan
itu akan dikembangkan dan wawancara.

2. Studi dokumen untuk mengidentifikast dan mengumpulkan,
semua sumber data sekunder dengan cara menganalisis data-
data vang telah diperoleh dan leteratur. dokumen atau buku
vang ada.

G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang di peroleh di lapangan diolah terlebih dahulu. diperiksa dan
ditelitt agar data tersebut dapat dipertanggungjawakan sesual dengan
kenyataannya.

Anahsis data vang digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis
data kuantitanif. Analisis data kualitatif vaitu anabisis vang dilakukan
berdasarkan data-data vang telah dikumpulkan wvang terlebih dahulu
diperiksa apakah data yang terkumpul itu relevan dengan penelitian.
sehingga data dapat dilengkapi apabila masih terdapat kekurangan,
Analisis data Kuantitatif yvartu analisis data vang dilakukan berdasarkan

jumlah sampel vang telah memberikan pilihan pada kuesioner vang disebar

di lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Depot  Air Mimum Oleh Dinas Kesehatan Kota
Fadang

Setiap pelaku usaha yang akan membuka usaha depot iar minum,
harus meminta izin pada Kantor Bala Kot Padang untuk memperoleh
Surat lzin Tempat Usaha sebelum mendirikan depot air minum, pelaku
usaha harus memenuhl ketentuan Keputusan Menten Keschatan Rl
No. 90T MENKES/SK/VI/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan
Kualitas  Air Minum., Berdasarkan lampiran 11 Keputusan Menter
Kesehatan RI No S07/MENKES/SK/VIEF2002 tentang syarat-svarat dan



pengawasan kualitas air minum, kegiatan pengawasan kualitas air minum
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi:
1. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi
Pengamatan lapangan atau inspeksi samitasi dilakukan pada air
minum perpipaan maupun air minum dalam kemasan, vang
dilakukan pada seluruh unit pengolahan iar minum, mulai dam
sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi
alr minum kemasan, dan jaringan distribusi, serta sambungan air
minum perpipaan .
2. Pengambilan sampel
Jumlah |, frekwensi, dan unk sampel air minum harus
dilaksanakan sesual dengan kebutuhan, denean ketentuan untuk
penvediaan air minum dalam kemasan dan atau kemasan ini
ulang adalah sebagai bernikut:
- Pemenksaan kualitas baktenolom
Jumlah mimmal sampel air minum pada penvediaan air
minum kemasan dan atau kemasan 1si ulang adalah sebagai
berikut;
Aur baku diperiksa mumimal satu sampel per tiga bulan
Adr dalam kemasan minimal dua sampel per satu bulan. :
- Pemeriksaan kualitas air minum
Jumtah minimal sampel air minum adalah sebaga: berikut;
Aur baku yang dipeniksa minimal satu sampel per enam
bulan
Air minum dalam kemasan minimal tiga sampel per liga
bulan
- Pemeriksaan kualitas air minum
Dilakukan dilapangzan dan di laboratorium Dinas Kesehatan
kota, atau laboraturium lainnya vang ditunjuk. Dinas
Kesehatan Kota Padang biasanya selalu menunjuk UPTD
Laboratorium Kesehatan Padany
- Hasil pemeriksaan air minum
Hasil pemeriksaan harus disampatkan kepada pemakai jasa,
selambat-lambatnya 7 hari untuk pemerniksaan mikrobiologm
dan 10 har untuk pemeriksazn kualitas Kimiawi
- Pengambilan dan pemenksaan sampel air minum
Pengambilan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-
waktu bla diperlukan karena adanva dugaan terjadinva
pencemaran air minum  yang menyebabkan terjadinya
paneeuan kesehatan atau kejadian luar biasa vang tenjad:
pada konsumen.
- Parameter kualitas air yang diperiksa
Pengawasan kualitas air minum secara rutin dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kota dan parameter kualitas air vang
harus diperiksa di laboratorium adalah sebagai benkut:
Parameter yang berhubungan dengan keschatan
Parameter mikrobiologi, E. koli, total koliform
Kimia anorganik, antara lain © Arsen, Fluonda, Kromium-
val 6, Kadmium, Sianida, selenium. Nitrit



Parameter vang tidak berhubungan langsung dengan

kesehatan

Parameler hisik, yvang terdini dart bau, warna, jumlah zat

padat terlarut (TDS), kekeruhan, rasa, suhu.

Parameter kimiawi, terdinn  dari.  Aluminum, Besi

Kesadahan, Khlorida, Mangan, PH, Seng, Sulfat, Tembaga,

Sisa khlor, Amonia,

- Apabila kualitas air minum telah memenuhi persvaratan
vang ditetapkan maka depot air minum telah memenuhi
persvaratan vang ditetapkan maka depot air minum akan
diberikan Rekomendasi Laik Sehat Aw Minum fsi
Ulang dan air vanz digual oleh pelaku usaha depot air
minwn aman untuk dikonsumsi. Rekomendasi tersebut
berlaku untuk satu tabun vang  mulal berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan dapat dicabut apabila terjadi
penvimpangan dan ketentuan vang berlaku

- Hasil pengawasan kualitas air waitb dilaporkan secara
berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada
Pemerintah Kota setempat secara rutin, minimal tiga
bulan sekali. apabila terjadi Kejadian luar biasa Karena,
terjadinva  penurunan  kualitas. air minum  darn
penvediaan air minum tersebut, maka pelaporannya
wajib  langsung dilakukan dengan tembusan Dinas
Kesehatan Propins atau Direktur Jendral,

[ Kota Padang terdapat 42 unit depot air minum yang telah
terdaftar di Dinas Keschatan Kota, dan hingga saat int belum
ada depot air minum yang diben sanksi. hanva diber teguran
dipanggil para pelaku usaha depot air minum diben penjelasan
ketentuan  undang-undang ancaman sanksinya Sepert:
ketentuan Pasal 11 Keputusan Menteri Keschatan Rl
No 907T/MENKES' SK/VII2002 1tentang svarat-syarat  dan
pengawasan kualitas air minum “Setiap pengelola penvedia air
minum vang melakukan perbuatan vang bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan  dalam  keputusan  inli yang  dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakatdan merugikan
kepentingan umum  dapat dikenakan sankst administrauf
dan/atau sanksi ptdana berdasarkan peraturan yang berlaku,™
Sanksi Kepurusan Matert Kesehatan Ri No 907/MENKES/SK/
V12002 saat ini belum dapat dilaksanakan Dinas Kesehatan
Kota Padang hanya melakukan teguran-teguran kepada pelaku
usaha depot air minum vang kurang memenuhi persvaratan, dan
sifatnya masth pembinaan. misalnya pelaku usaha harus
memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan ruangan dan
proses pengolahan air minum sesuai dengan Pasal 3 Keputusan
Menteri Kesehatan RI No907MENKES/VIL2002. “Menten
Keschatan melakukan pembinaan teknis terhadap segala
kegiatan  vang  berhubungan dengan  penyelenggaraan
persyvaratan kualitas air minum™,
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B. Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
No.0518/SK/KBPOM tentang organisasi dan tata kerja pelaksana teknis dj
lingkungan badan pengawa obat dan makanan, Unit pelaksana teknis di
lingkungan badan pengawasan obat dan makanan adalah unit pelaksana
teknis badan pengawas obal dan makanan di bidang pengawasan obat dan
makanan, vang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengewasan
Oabat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan mempunval  tugas  melaksanakan
kebijaksanaan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika,
psikotropika dan zat adiktf lain, obat tradisional, kosmelik, produk
komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.
Unit pelaksana teknis dilingkungan badan pengawas obat dan makanan
terdini dari:
1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
2. Balai Pengawas Obat dan Makanan
Penelitian ini dilakukan di Balat Pengawasan Oabat dan Makanan. vang
terdin dan
1. Seksi Pengupan Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,
Kosmetik dan Produk Komplemen:

2 Seksi Penguytan Pangan dan Bahan Berbahava,

3. Seksi Pengujian Mikrobiologs:

4. Sekst Pemeriksaap dan Penvidikan;

5. Seksi Sertifikasi dan Lavanan Informasi Konsumen;

6. Subbagian Tata Usaha
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Data untuk penelitian ni diperoleh pada Seksi Sertifikasi dan lavanan
Infomas Konsumen. Sekst ini mempunyai tugas melakukakan penyvusunan
rencana dan program evaluasi dan penyusunan laporan pelaksana
seriifikas) produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan lavanan
imformasi konsumen.
Prosedur vyang dilakukan wusaha depot air minum pada Balai
Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang dengan cara
|. Pelaku usaha membawa sampel air minum sejumlah 4 galon
2. Pelaku usaha membayar uang sebesar Rp.360.000,00 ke rekening
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia pada BNI
Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2001
tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak vang berlaku
pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang terdin dani biaya
evaluasi dan pendafiaran, biava sertifikast dan biava pengujian.(Pasal 1
avat (1) PP No.17 Tahun 2001)
Persyaratan kualitas air minum harus memenuhi persyaratan pengujian:

A Baklenologis
b. Kimiawi

C. Radioaktifitas
d, Parameter fisik

fad

Air minum yang memenuhi persyaratan akan dikeluarkan hasilnya
dalam bentuk sertifikat.
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Pengujian mutu arr baku air minum tidak hanva dilakukan pada Balai

Pengawasan Obat dan Makanan. Boleh juza diperiksa di laboraturium

pemnksa kualitas air yang ditunjuk  pemerintah  Kota'Kabupaten

Sedangkan Pengujian mutu iar baku harus dilakukan di laboratorium

pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh pemerintah Kota /Kabupaten

vang telah terakreditasi. Yang berwenang untuk menunjuk laboratorium
yang bersangkutan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.

4. Setelah mendapat sertifikat, depot air minum vang bersangkutan masih
mendapat pengawasan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan,
tetapi  sifatnya insidentil. Pengawasan depot air minum bukan
wewenang Balal Pengawas Obat dan Makanan malaikan wewenang
Dinas Kesehatan Kota.

(. Pengawasan Depot Air Minum Oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Padang

Data untuk penehtian ini diperoleh pada Sub Dinas Perindustrian vang
mempunyal tugas tugas membatu  Kepala Dinas dalam membenkan
bimbingan  teknis  pelaksanaan  kebijaksanaan  pembinaan  dan
pengembangan dibidang industri.

Pengawasan depot air minum oleh Dinas Perindustrian  dan’
Perdagangan Kota Padang didasarkan pada Keputusan Menten
Perindustrian dan Perdagangan No 65 1/MPP/ [0/2004 tentang persyaratan
teknis depot air minum dan perdagangannyva vang ditetapkan pada tanggal
18 Oktober 2004, vang berlaku sejak ditetapkan
Persyaratan teknis depot air minum dan perdagangan tujuan keberadaan
keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut adalah untuk
menmjamin mutu produk yang dihasilkan depot air minum vang memenuhi
persyaratan koalitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan
usaha yang sehal serta memberi perlindungan kepada konsumen,

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Na631/MPP 102004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan
Perdagangannya, persvaratan sebuah depot air minum adalah:

1. Depot air minem wajib memiliki Tanda Daftar Industn (TD1) dan
Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan milai investas
perusahaan seluruhnya sanpai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

[ kota Padang hanva 3 depot vang mememiliki izin Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang. Pelaku usaha cendrung

enggan untek meminta 1zin pada Dinas Perindustnian dan Perdagangan

dengan alasan hiava (ekonomis},

2. Depot air minum wajih memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku darn

PDAM atau perusahaan yang memiliki 1zin pengambilan air dan

instansi yang berwenang.

Depot air minum wajtb memiliki laporan hasil uji air minum yang

dihasilkan dan laboraturium pemenksaan kualitas air vang ditunjuk

Pemenntah Kabupaten/Kota vang terakreditasi,

Berdasarkan Pasal 13  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan

Perdagangan No.631/MPP/102004 | menvatakan bahwa :Depot air

minunt vang beroperast dan belum memenuhi persyaratan sebagaimana

LS}
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dimaksud dalam Keputusan int wajib menvesuaikan dengan keputusan
int dalam jangka waktu selambat-lambatmva 2 (dua) tahun terhitung
sejak keputusan ini ditetapkan™

Hingea saat i Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  belum
melakukan pengawasan terhadap depot air minum, hanya sampai taraf
vang bersifat himbauan dan mensosialisasikan ketentuan yang akan
dijalam untuk masa vang akan datang {(sampai bulan Oktober 2006).

Tangeungjawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Terhadap
Konsumen

Depot air minum adalah usabha industri vang melakukan proses
pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada
konsumen

Depot air minum merupakan suatu lapangan usaha baru vang
peningkatan jumlahnva cukup besar. Berdasarkan register air minum
isi ulang pada Dinas Kesehatan Kota Padang, Jumlah depot air minum
vang terdaftar pada tahun 2004 scbanvak 42 umit. Berdasarkan
pengamatan peneliti dilapangan, pada tahun 2005 ini masih banvak
bermunculkan depot air minum vang baru ;

Berdasarkan populast sebanvak 42 unit depot air minum yang
terdaftar pada vatuh 2004 diambil sampel secara acak'random
sebanvak 10 upit depot air minum dalam penchuan il vaitu, AMS,
BMM, Dafiro, Airal higen, Putri Salju, Permata Aur, Tirta Bening,
Amira, AA (Air Angkasa), Ainl,

Pada umumnva para pelaku usaha depot air minum mengakui
adanva hak-hak konsumen dan perlu dilindungi, hal tersebut dapat
dilihat dan jawaban responden pelaku usaha depor air minum
seluruhnya mengatakan bahwa adanva hak-hak konsumen vang harus
diperhatikan, tetapt tidak leruh responden (hanva 0% saja) vang tahu
hak-hak konsumen air minum 1s1 wlang vang perfu dilindungi i,

Semua para pelaku usaha depot air minum mengaku belum
pernah mendapatkan pembinaan teknis secara Khusus, hanva dibenikan
pengarahan teknis waktu pengurusan mendirikan perusahaan, menurut
peneliti hal tersebut harus jadi perhatian bagi Dinas Kesehatan, karena
pembinaan teknis secara khusus dan secara berkala kepada pelaku
usaha akan berdampak baik kepada Konsumen.

Pengujian sanitasi sampel air minum, dan sumber air baku,
proses produksi, jaringan distribusi, air minum 151 ulang | dilakukan
sesual dengan persyaratan yvang ditetapkan oleh Dinas Keschatan dan
Dinas Perindag Kota Padang.

Berdasarkan peneglitian pelaku usah banyvak melakukan pelanggaran
Pasal & ayat 1) huruf a Undang-undang No& Tahun 1999 | dan
Ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Ri No 907/MENKES/
SK/VI2002, serta Keputusan Menteni Perindustrian dan Perdagangan
No.651/MPP/Kep/10/2004. Pengamatan yang dilakukan di lapangan,
masih banyak depot air minum yang kurang memenuhi standar yang
ditetapkan, seperti ada beberapa depot air minum berada dekat dengan
jalan rava, tempat pengolahan hingea pengisian air minum tidak berada
pada ruang khusus, sehingga kemungkinan besar alat-alat tersebul
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Justru tempat bersarangnya debu atau kuman. Hal tersebut telah diberi
peringatan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Tetap para pelaku
usaha depot air minum memberikan alasan ekonomis.

Mengenai bahan baku, mesin dan peralatan produksi semua
responden  telabh  melakukannya  sesual  dengan  ketentuan  vang
ditetapkan.

Dalam hal memproduksi semua responden mengatakan bahwa

prosesnya sesual dengan persyaratan vang telah ditetapkan, sebai
besikut:
Air baku vang diambil dari sumbernya diangkut dengan menggunkan
tangkl dan senajutnya ditampung dalam bak atau tangki penampung.
Bak penampung harus dibuat dan bahan tara pangan dan harus bebas
dari bahan-bahan vyang dapat menceman air. Penvaringan air
Desinfeksi dimaksudkan untuk membunuh kuman patogen, vaitu
dengan menggunakan ozon atau  dapat dilakukan dengan cara
penyinaran ultra vielet. Pembilasan . pencucian dan seterilisas: wadah.
Dimana wadahnya adalah wadah vang terbuat dan bahan tara pangan
dan bersih. Depot iar minum wajib memeriksa wadah vang dibawah
konsumen dan menolak wadah vang dianggap udak lavak untuk
digunakan sebagai tempat air minum. )
Berdasarkan pengamatan pencucian hanva dilakukan satu kah dan
langsung diisi dengan air minum. Menurut pelaku usaha depot air
minum, sehbanarmya dilakukan pencucian wadah dengan menggunakan
sabun khusus, setelah itu dibilas dengan air vang berasal dari air baku,
namun konsumen menolak pencucian dengan menggunakan sabun
tersebut, sehingga pencucian dilakukan hanva satu kali. Menurut
pengamatan peneliti Konsumen vang menolak untuk dicuct dengan
sabun khusus terbut karepa pencucin kurang bersih hingga bau dan
rasa sabun tersebut masth teraza waktu meminum air. Pendapat
demikian didukung juga oleh dimana sebahagian kecil (40%} dan
responden  pernah menenima keluhan konsumen bahwa wadah air
minum tidak bersih dan terdapat lumut. Hal ini menunjukkan adanya
indikast pelaku usaha kurang memperhatikan kebersithan wadah air
minum. Hal tersebut telah nyata-nyata melanggar Pasal 7 ayat 4 dan 5
Keputusan Menperindag No.651/MPP/Kep/10.2004 vang menyatakan
bahwa “Depot air minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh
Lonsumen dan dilarang mengisi wadah yvang tidak lavat pakai” dan
Pasal 5 “Depot air minum harus melakukan pembilasan dan atau
pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang
benar”

Pemelihraan sarana produksi dan program sanitasi semua
responden telah melakukan sesuai dengan Ketentuan yang ada seperti
bangunan depot air inum sert bagian-bagiannya harus dipelihara dan
dikenakan tidak sanitasi secara teratur dan berkala, Harus dilakukan
usaha pencegahan masuknya binatang pengerat (tikus), serangga dan
hinantang kecil lainnya ke dalam bangunan proses produkst maupun
tempat pengisian. Program sanitasi berupa, permukan yang koniak
dengan bahan baku dan iar minum harus bersih dan dibersihkan setiap
hari, proses pengisian dan penutupan wadah harus dilakukan dalam
ruang vang higienis



Mengenal ketentuan karyvawan baru 30% dari responden vang
melakukan seual dengan ketentuan yaitu
karyawan vang berhubungan dengan produksi harus dalam keadaan
sehat , bebas dari luka, penyakit kulit, atau hal lain vang diduga dapat
mengakibatkan pencemaranair minum.

Karyawan bagian pengisian diharuskan menggunakan pakaian kerja,
tutup kepala dan sepatu yang sesual.

Karvawan tidak diperkenankan makan, merokok, meludah, atau
melakukan tindakan lain selama melakukan pekeraan vang dapat
menyebabkan pencemaran terhadap atr minum

Mengenai penyvimpanan air baku dan penjualan hampir seluruh

(90%) depot atr minum melakukan pelanggaran vaitu depot air minum
di Kota Padang terjadi penvimpanan iar minum vang siap jual dalam
bentuk kemas. Praktek seperti ini telah menyalahi ketentuan air minum
isi ulang , yvang melarang stok air minum dalam wadah vang siap jual,
hika dilakukan penvimpanan air dalam bentuk dikemas maka akan
menjadi seperti air minum dalam kemasan.
Demikian juga halnya dalam penjualan dimana 90% dar responden
pelaku usaha menjual air minum 151 ulang secara eceran malalui toko-
toko, kios-kios, dan warung dan ada vang menyediakan jasg
mendistribusikan iar minum ist wlang keliling Kota kerumah-rumah
Hal im telah nyata-nyata melangpgar ketentuan Pasal 7 avat(l)
Keputusan Menperindag No 65 1/MPP/Kep/ 102004 vang menvatakan
“Depot air minum hanva diperbolehkan menjual produknva secara
langsung kepada konsumen di lokasi depot dengan cara mengisi wadah
vang dibawa oleh konsumen atau disediakan oleh depot”™. Hal im1 harus
jadi perhatian bag instansi vang terkait dan berwenang untuk itu |
demi perlindungan konsumen,

Seluruh responden pernah melakukan pengisian air minum ke
dalam wadah yang bermerek. Menurut pelaku usaha (responden)
pengisian  wadah  bermerek  dilakukan  karena  Konsumen yang
membawa wadah tersebut untuk dist ulang dan jika ditolak kan
merugikan responden (pelaku usaha depot air minum) secara
ekonomis, Dan 80% responden menyediakan wadah yang bermerek
vang telah diisi dengan air minum dan siap diyjual. Hal ini justru
merugikan air minum dalam kemasan yang wadahnva bermerek,
seperti Aqua, Asia Bagus, SMS dan lain-lainnya |, karena produk air
minum dalam kemasan seperti barang palsu.Perbuatan int telah
melanggar Pasal 7 avat (3) Keputusan Menperindag, Depot air minum
vang melanggar Pasal 7 avat (3), (6), (7) dikenakan sanksi sesuai
ketentuan pidana sebagzaimana tercantum dalam Pasal 90 dan Pasal 91
Undang-undang BRI No_15 Tahun 2001 tentang Merek.

Sampai saat inl belum pernah responden menerima klaim dari
konsumen atas kerugian terganggunya kesehatan konsumen setelah
mengkonsumst produknyva. Sedangkan yang meminta ganti rugi atas
produknva yang rusak RB0% responden mengatakan pemah, dan
langsung menggantinya dengan vang baru, seperti adanya rasa dan bau
sabun pada produksinyva.



VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan usaha depot air minum dilakukan
oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, meliputi pengamatan
lapangan atau inspekst sanitasi, pengambilan sampel air
minum vang dilakukan secara berkala, sampai saat int Dinas
Keschatan Kota Padang belum pernah menjatuhkan sanks
kepada para pelaku usaha depot air minum vang melakukan
pelanggaran, hanva menegur dan memberikan pembinaan/
menasehati disertai ancaman hukuman, Mengenai kerugian
konsumen yang menyebabkan gangguan kesehatan konsumen
vang serius belum pernah terjadi.

2, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang
melakukan pengujian kualitas air minum, bagi vang telah
memenuhl  persyaratannya  akan  dibenkan  sertifikatnya,
sedangkan untuk melakukan pengawasan secara langsung
tidak berwenang, hanya melakukan pengawaan vang bersifat
insidentil. )
Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum melakukan
pengawasan, karena sedang berupava melakukan sosialisasi
Keputusan Mentert Perindustrian dan Perdagangan No.65 1
MPP/Kep/10/2004 tentang Persvaratan Tekmis Depot Air
Minum dan Perdagangannya
Tanggungjawab pelaku usaha depot air minum hingga saat i
belum pemah menenma keluhan dan konsumen vang
meminta  tanggungjawabnyva  atas  kerugran  gangguan
keschatan, sedangkan yang meminta ganti rugi atas Kerusakan
produks: pelaku usaha bertanggungjawab sepenuhnya. Para
pelaku usaha depot air minum telah  memproduksi sesual
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
sedangkan persvaratan  teknis  depot air minum dan
perdagangannya vang ditetapkan oleh Dinas Penndustrian
dan Perdagangan masth dalam taraf penvesuaian, hanya
sebahagian kecil vang melakukannva.

Ead

B. Saran-Saran

Koordinasi antara instansi terkait terutama antara Dinas Kesehatan
dengan Dinas Perindustnan dan Perdagangan, yang melakukan
pengawasan terhadap depot air minum yang meliputi sanitast air baku,
air olahan , dan air proses produksi, mesin dan peralatan, serta
perdangannya sangat diperlukan , karena pengawasan kedua instansi
tersebut saling terkait.

Memperikan sanksi yang tegas kepada depot air minum yang tidak
mematuhi ketentuan yang ada setelah tenggang waktu pensosialisasi
ketentuan itu habis.

Bagi para pelaku usaha depot air minum diharapkan pertanggung
jawabannva sepenuhnya atas kerugian Konsumen akibat produknya,
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